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BAB IV 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan atas permasalahan tersebut, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Ratio legis Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan 

(SKMHT) tergolong sebagai kuasa khusus yang tidak boleh 

disubstitusikan yaitu untuk melindungi kepentingan hukum 

kreditur itu sendiri, dimana SKMHT hanya dibuat oleh debitur 

selaku pemberi kuasa kepada kreditur selaku penerima hanya 

khusus untuk pembuatan APHT dengan kreditur sendiri di 

hadapan Notaris/ PPAT, terhadap barang jaminan milik debitur 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 juncto Pasal 15 UUHT, 

dan selain itu untuk memberikan perlindungan terhadap kreditur 

utama yaitu kreditur preferen supaya tidak kehilangan hak dan 

kedudukannya dari pada kreditur lainnya yaitu kreditur konkuren 

dan separatis. 

2. Dasar filosofis pemberian kuasa dalam Surat Kuasa 

Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) tidak dapat ditarik 

kembali oleh si pemberi kuasa adalah untuk memberikan 

perlindungan hukum penuh kepada kreditur, yang didasarkan 

perjanjian obligator dalam pembuatan kuasa yang bersifat 

menuntut dan mengikat, dan selain itu alasan yang mendasari 

adalah prinsip hukum perjanjian berupa asas kebebasan kontrak, 

asas konsensualisme, dan asas pacta sunt servada sehingga 

hanya ada satu pilihan yaitu  take it or leave it, selain itu SKMHT 

bersifat mutlak sebagaimana diamanatkan Pasal 15 UUHT yang 

bersifat lex specialis derogat legi generali. 

 

2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa hal yang perlu 

direkomendasikan terkait dengan kuasa khusus dalam SKMHT, 

yaitu : 

i. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) 

tergolong sebagai kuasa khusus yang tidak boleh disubstitusikan 

harus diatur lebih tegas oleh pemerintah dalam peraturan khusus 

yang mengatur SKMHT didalam UUHT sendiri. Hal ini supaya 

dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat khususnya 
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kreditur maupun debitur, serta ketentuan tersebut dapat dipahami 

dan tidak lagi dibenturkan antara ketentuan surat kuasa dalam 

KUHPdt, Permendagri Nomor 14 Tahun 1982  maupun Pasal 15 

UUHT sendiri. 

ii. Pemberian kuasa dalam Surat Kuasa Membebankan Hak 

Tanggungan (SKMHT) tidak dapat ditarik kembali oleh si 

pemberi kuasa telah mampu  memberikan keadilan bagi 

masyarakat khususnya kreditur maupun debitur, dengan 

menciptakan kepastian hukum terkait para pihak dalam perikatan 

dan jaminan yang dilakukan. Pemerintah wajib memberikan 

sanksi adanya akibat hukum yang jelas yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan khususnya dalam UUHT sendiri, 

jika pemberian kuasa dalam Surat Kuasa Membebankan Hak 

Tanggungan (SKMHT) ditarik kembali oleh si pemberi kuasa 

  


